PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHANDAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintahan, perlu ditetapkan
Peraturan  Bupati tentang  Sistem = Akuntansi
Pemerintahan Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan @ Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
PenyelenggaraanPemerintah  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampaiannya;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Millk
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2010 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);

Memperhatikan : 1, Suyrat Edaran Mendagri Nomor: 900/743/BAKD

tanggal 4 September 2007 tentang Modul Akuntansi
Keuangan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pandeglang.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah kebijakan yang
merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
pelaporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Bendahara Umum Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pandeglang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang untuk selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatandan
Aset Kabupaten Pandeglang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Pandeglang.

Entitas Pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggunan (jumlah) saldo yang berasal
dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



17. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

18. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaianprosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
sampai denganpelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukansecara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern
sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar
akuntansi pemerintahan.

Pasal 3

(1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

BAB III : SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

BAB IV : SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

BAB V : SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

BAB VI :  AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

BAB VII : SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

BAB VIII : SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

BAB IX : SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

BAB X : SISTEM AKUNTANSI ASEP TETAP

BAB XI : SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN
AMORTISASI ASET BERWUJUD

BAB XII :  AKUNTANSI DANA CADANGAN

BAB XIII : SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

BAB XIV  : SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

BAB V :  SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

BAB VI : SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

BAB VII : SIMULASI AKUNTANSI



(2) Sistem  Akuntansi Pemerintahan Daerah dengan  sistematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor 41 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 41), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd
ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 44






